
KATA PENGAIITAR

Penelitian berjudul "tyf,L'Utr'Sl UIUUM trTfS RENGf,Ntr' .EKSI N.f,SIONEL EAIVI
2004-2009; Pelaksanaan dan Perlindungan IIak trsasi Manusia di Sumatera
Selatan" ini berawal dari permintaan Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM
Propinsi Sumatera Selatan untuk menjadi narasumber dalarn kegiatan rapat koordinasi daerah

RANHAM Propinsi dan Kabupatenlkota di Sumatera Selatan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukarL se&ra umum pada saat sekarang permasalahan Ham

di Sumatera Selatan lebih bersifat kasusistik. Berbeda dengan pada saat pra dan pasca

reformasi, selain nuansa politik (euforia politik; tuntutan mundur bagi pemimpin masyarakat

dari tingkat Gubernur sampai ke Kepala Desa), sengketa tanah moupakan kasus dominan di
Sumatera Selafan. Pada 1994, LBH Palembang mencatat 12 kasus, dan pada 1995 kasus

meningkat menjadi 18 kasus. Delapan dari 10 Dati II di Sumatera Selatan mempunyai
sengketa tanah, terbanyak dan krusial terjadi di Muara Enim. Pada 1998-1999 terjadi
peningkatan tajam menjadi 113 kasus pertranahan (Sumatera Ekspress dan Sriwijaya Potp.
Persoalan berkisar pada: ketidakjelasan status tanah, pengambilan hak keagrariaanadat untuk
HTI, pembebasan hak keagrariaan adat secara paksa, kebakaran hutan rakyat dll.

Semoga penelitian ini yang telah disampaikan dalam rapat koordinasi tersebut dapat menjadi

bahan evaluasi pelaksanaan hak asasi manusia di Sumatera Selatan, sehingga dapat diambil
tindakan-tidakan nyata jika terdapat kekurangan dan penguatan atas upaya yangtelah

dilakukan.

Palembang 3 November 2489
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EVELUESI IIMITtrltr ETES nENGtrNE IESI ITItrSIOIIIIT Etrftfi 2fi14-2009;
Pelaksanaalr dan Perlindungan Hak .Esasi Manusia

di $urnatera Selatan I

Mada Apriandi Ztshir, S.H.,ltCL2

1. Pendahuluan

Konstitusi lndonesia secara tegas telah menjamin adanya hak-hak sipil, politik, ekonomi,

sosial dan budaya dalam Undang-undang Dasar (UUD) 1945. Amandemen kedua UUD 1945

semakin menegaskan bahwa hak-hak sipil dan politik warga negara telah menjadi hak-hak

konstitusional yang menjadikan adanya keharusan bagi negara untuk rnelindungi hak-hak

tersebut. Bab XA UUD 1945 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan dengan tegas tentang

jaminan berbagai hak asasi baik hak-hak sipil politik maupun hak-hak ekonomi, sosial dan

budaya.3

Regulasi yang memperkuat jaminan atas perlindungan terhadap hak-hak slpii dan politik

tersebut tertuang dalam Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang l-lak Asasi Manusia. UU

ini dapat dikatakan rnerupakan undang-undang payung dari semua regulasi yang mengatur

tentang hak asasi manusia di lndonesia- Selain mengatur tentang berbagai mactrn hak dasar

warga negara, UU trlo. 39 tahun 1999 juga menegaskan tentang kewajiban dan tanggung

jawab pemerintah.a Memperhatikan UUD 1945 maupun UU No. 39 tahun 1999,

menunjukkan keterkaitan antara jaminan atas hak-hak asasi dan kewajiban atas

pemenuhannya. Hal ini menjadikan negara,

1 
Disampaikan pada Rapat Koordinasi Panitia Daerah MNHAM Propinsi dan Kabupaten/Kota di Sumatera

Selatan yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Sumsel di Hotel Swarna

Dwipa Palembang 3 Novernber 2009.
t 

Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
t Dala* bab X?\ ini juga, pasal 28 I angka 4 dinyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan

pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Sementara angka pasal

281 angka 5 rnenyatakan bahwa untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip

negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia d'rjamin, diatur, dan dituangkan dalam
peraturan perundang-undangan.
o 

Pada hakekatnya upaya penghormatan, pedindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi

manusia merupakan tanggung jawab Negara (pernerintah) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28 I ayat (4)

UUD 1945 bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung
jawab Negara. Demikian luga dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi rnanusia terutarna meniadi

tanggung jawab pemerintah.



PELAKSANAAN DAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DI

SUMATERA SELATAN; EVALUASI UMUM ATAS RANHAM 2004-2009r

Mada Apriandi Zuhir, 5.H., MCLZ

1. Pendahuluan

Konstitusi lndonesia secara tegas telah menjamin adanya hak-hak sipil, politik, ekonomi,

sosial dan budaya dalam Undang-undang Dasar (UUD) 1945. Amandemen kedua UUD 1945

semakin menegaskan bahwa hak-hak sipil dan politik warga negara telah menjadi hak-hak

konstitusional yang menjadikan adanya keharusan bagi negara untuk melindungi hak-hqk

tersebut. Bab XA UUD 1945 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan dengan tegas tentang

jaminan berbagai hak asasi baik hak-hak sipil politik maupun hak-hak ekonomi, sosial dan

budaya.3

Regulasi yang memperkuat jaminan atas perlindungan terhadap hak-hak sipil dan politik

tersebut tertuang dalam Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. UU

ini dapat dikatakan merupakan undang-undang payung dari semua regulasi yang mengatur

tentang hak asasi manusia di lndonesia. Selain mengaturtentang berbagai macam hak dasar

warga negara, UU No. 39 tahun 1999 juga menegaskan tentang kewajiban dan tanggung

jawab pemerintah.a

Memperhatikan UUD 1945 maupun UU No. 39 tahun 1999, menunjukkan keterkaitan antara

jaminan atas hak-hak asasi dan kewajiban atas pemenuhannya. Hal ini menjadikan negara,

' Makalah disampaikan pada Rapat Koordinasi Panitia Daerah RANHAM Propinsi dan Kabupaten/Kota di
Sumatera Selatan yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Sumsel di Hotel
Swarna Dwipa Palembang 3 November 2&]9.
'Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

' Dalam bab XA ini juga, pasal 28 I angka 4 dinyatakan bahwa perlindungan, pemaJpan, penegakan, dan
pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung iawab negara, terutama pemerintah. Sementara angka pasal
281 angka 5 menyatakan bahwa untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip
negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam
peraturan perundang-undangan.
o 

Pada hakekatnya upaya penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi
manusia merupakan tanggung jawab Negara (pemerintah) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28 I ayat {4}
UUD 1945 bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adelah tanggung
jawab Negara. Demikian juga dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia terutama
menjadi tanggung jawab pemerintah.



terutama pemerintah, untuk berkewajiban untuk
menjamin atas implementasi yang efektif dalam
peraturan perundang_undangan yang sesuai dengan
lainnya dalam segala bidang.

melakukan serangkaian tindakan yang

berbagai bidang diantaranya dalam

hak asasi manusia dan langkah_langkah

2. Persoalan HAM di Sumatera Selatan

secara umum pada saat sekarang permasalahan Ham di Sumatera selatan lebih bersifat
kasuistik' Berbeda dengan pada saat pra dan pasca reformasi, selain nuansa politik {euforiapolitik; tuntutan mundur bagi pemimpin masyarakat dari tingkat Gubernur sampai ke
Kepala Desa)' sengketa tanah merupakan kasus dominan di sumatera selatan. pada 1994,
LBH Palembang mencatat 12 kasus, dan pada 1gg5 kasus meningkat menjadi 1g kasus.
Delapan dari 10 Dati ll di sumatera selatan mempunyai sengketa tanah, terbanyak dan
krusialterjadi di Muara Enim' Pada 1998-1999 terjadi peningkatan tajam menjadi 113 kasuspertanahan (sumatera Ekspress dan Sriwijaya Post). persoalan berkisar pada: ketidakjelasan
status tanah' pengambilan hak keagrariaan adat untuk HTr, pembebasan hak keagrariaan
adat secara paksa, kebakaran hutan rakyat dll.

Pada saat sekarang permasalahan ham yang terjadi daram otonomi daerah lebih
merupakan ekses dari pemilihan kepala daerah dan pemekaran wirayah. waraupun jika
dibandingkan dengan wilayah lndonesia lainnya, kasus-kasus yang terjadi di sumsel tidak
begitu menonjol' secara kasuistik, beberapa tahun terakhir kasus bentrok aparat Kepolisiandan TNr, kasus Ahmadiyah, kasus hukuman mati, narapidan di rembaga-rembaga
pemasyarakatan, KDRI perlindungan dan hak perempuan dan anak, anak jalanan,
terorisme' dll merupakan kasus-kasus yang muncul dipermukaan dan diliput oleh media.

Diyakini bahwa, keberagaman masyarakat sumser yang murti etnik dari zaman dahuru,
merupakan salah satu pra kondisi sosial budaya yang retatif lebih kondusif dibandingkan
dengan daerah lainnya' Akan tetapi ada beberapa permasarahan ham yang tidak begitu
menonjol dipermukaan' tetapi perlindungan dan peraksanaannya merupakan bagian dari
hak asasiwarga negam dan kewajiban pemerintah, diantaranya;





Akan tetaPl penyunatan simbolik untuk anak perempuan yang tidak mengakibatkankerusakan fisik anak dapat dilakukan, dan pelanggar rarangan tersebut tidak akan dituntut-

undang-undang menyatakan bahwa perempuan memiriki hak, kewajiban, dan kesempatanyang sama dengan laki-laki; akan tetapi, dinyatakan juga bahwa partisipasi perempuandalam proses pembangunan tidak boleh bertentangan dengan peran mereka darammeningkatkan kesejahteraan ketuarga dan pendidikan generasi muda, sehingga kemudianmasih banyak kita temukan pendapat dikarangan masyarakat bahwa perempuanditem patka n pada posisi domestik/ruma hta ngga.

Pemerintah menyatakan komitmennya terhadap hak-hak anak, pendidikan, dankesejahteraaan anak' namun tidak menyediakan sumber daya yang memadai untukmemenuhi komitmen itu' seperti dalam kasus pemberian DANA Bos sebagai bagian darikompensasi kenaikan harga BBM' Pelimpahan kewenangan penyerenggaraan pendidikandari pemerintah nasional ke pemerintah daerah sebagai iawaban pemerataan danefektifitas pelaksanaan pendidikan juga tidak dengan sendirinya membuat pemenuhan hakatas pendidikan dapat dipenuhi secara minimar. pengarihan tanggung jawab pemenuhanhak atas pendidikan tercermin pula dengan adanya surat Keputusan DepdiknasNo'oaa/u/2002 tentang sistem Manajemen Berbasis sekotah (MBs). Berdasarkan sistemMBs' pemerintah tidak lagi menentukan berbagai jenis pungutan seperti uang seragam,pakaian olah raga' kegiatan ekstrakurikuler, raport, serta renovasi dan pemeriharaangedung' termasuk iuran komite sekotah (yang seberumnya disebut iuran Bp3). pungutantersebut ditentukan oleh Komite sekotah, merarui Rancangan Anggaran pendapatan danBelanja sekolah (RAPB') untuk diajukan oteh guru dan kepara sekorah. Akibatnya besarnyapungutan antara sekorah yang satu dengan yang rainnya tidak sama.

Meskipun undang-undang mengamanahkan pendidikan gratis, bahkan Gubernur sumateraSelatan mencanangkan sekolah gratis, pada prakteknya sebagian besar sekorah tidak gratis,dan kemiskinan membuat pendidikan tidak terjangkau oleh banyak anak. Menurut hukum,anak-anak diwaiibkan menjalani enarn tahun sekorah dasar dan tiga tahun di sekorahmenengah pertama; akan tetapi, pada prakteknya pemerintah tidak menjarankan ketentuan



tersebut' Biaya pendidikan butanan untuk sekotah umum berbeda-beda tergantung propinsidan didasarkan pada pendapatan rata_rata

Buruh anak dan penganiayaan seksual pada anak adarah masarah serius. undang-undangPerlindungan Anak menyebut tentang eksproitasi ekonomi dan seksuar anak serta adopsi,perwalian' dan masalah-masatah lain; akan tetapL sejumrah pemerintahan daerah propinsitidak melaksanakan ketentuan tersebut- Kekerasan pada anak dirarang oreh undang-undang,namun upaya pemerintah untuk memeranginya pada umumnya rambat dan tidak efektif.

Pada bulan Maret 2ao7' pemerintah mengundangkan undang-undang pemberantasan
Tindak Pidana Perdagangan orang {PTPP') yang komprehensif serta mengambir tangkah-langkah untuk melawan rumitnya keterkaitan masarah perdagangan orang dengan korupsi.undang-undang PTPP' menyatakan semua bentuk perdagangan orang, termasuk jeratanhutang dan eksploitasi seksual, serta mencakup amanat komprehensif untuk penyeramatandan rehabilitasi korban' undang-undang ini memberikan hukuman keras kepada pejabatdan agen pekerja yang terlibat dalam perdagangan orang. Hukumannya murai dari tigahingga 15 tahun penjara, dengan hukuman bagi pejabat sepertiga kari rebih tinggi.

Penyandang cacat' Pemerintah menggolongkan penyandang cacat daram empat kategori:tuna netra' tuna rungu' tuna grahita, dan tuna daksa. Undang-undang metarang diskriminasiterhadap orang dengan cacat fisik dan mental dalam pekerjaan, pendidikan, akses keperawatan kesehatan' atau peyediaan layanan rainnya dari negara. undangundang jugamemberikan amanat akses ke fasiritas umum bagi penyandang cacau akan tehpi,pemerintah tidak menjalankan ketentuan ini- Hanya sedikit bangunan dan hampir tidak adafasilitas angkutan umum yan8 memberikan akses tersebut. undangundang mengharuskanperusahaan-perusahaan yang mempekerjakan lebih dari 100 karyawan agar menyediakan 1persen posisi untuk penyandang cacat. Narnun, pemerintah juga tidak menjarankanketentuan tersebut, dan para penyandang cacat menghadapi diskriminasi yang amat besar.Di daerah perkotaan hanya sedikit bis kota yang menyediakan akses untuk kursi roda, danbanyak yang tuas hidroliknya rusak, sehingga tidak dapat digunakan. Hanya sedikitperusahaan yang memberikan fasilitas bagi penyandang cacat, dan rebih sedikit ragiperusahaan yang mempekerjakan mereka. Kurangnya dana pada umumnya menjadi arasan



utama untuk tidak meningkatkan akses. Undang-undang memberikan hak untuk
memperoleh pendidikan dan perawatan rehabilitasi bagi anak cacat.

Larangan atas Pekerja Anak dan usia Minimum untuk Bekerja. undang-undang melarang
anak-anak bekerja di sektor-sektor yang berbahaya dan bentuk pekerjaan terburuk anak.

Namun, pemerintah tidak menegakkan undang-undang ini secara efektif. Undang-undang
' peraturan, dan praktek mengakui bahwa sebagian anak-anak harus bekerja untuk
menambah pendapatan keluarga. uu Ketenagakerjaan melarang mempekerjakan anak-
anak, yang didefinisikan sebagai orang berusia di bawah L8 tahun, kecuali bagi mereka yang

berusia 13 sampai 15 tahun, yang bisa bekerja tidak boleh lebih dari tiga jam per hari dan

hanya di bawah sejumlah persyaratan lain, seperti persetujuan orang tua, tidak bekerja
selama jam sekolah, dan memperoleh upah resmi. undangundang tersebut sepertinya tidak
membahas pengecualian untuk anak-anak usia 16 sampai 17 tahun.

Suatu kerangka hukum yang kuat dan Rencana Aksi Nasional membahas masalah eksploitasi
ekonomi dan seksual, termasuk prostitusi anak, perdagangan anak, dan keterlibatan anak
dalam perdagangan narkotika, serta memberikan hukuman pidana dan masa tahanan yang
berat bagi orang-orang yang melanggar hak asasi anak-anak. pelaksanaannya masih terus
menjadi masalah' Pekerja anak tetap menjadi masalah serius. Diperkirakan enam sampai
delapan juta anak-anak bekerja melampaui batas legal tiga jam sehari, bekerja di bidang
pertanian, berdagang asongan, pertambangan, konstruksi, prostitusi dan bidang lainnya.
Lebih banyak anak yang bekerja di sektor informal dari pada sektor formal.

3. PELAKSANAAN HAM DAN RANHAM zfiH-ZOOg

Konsep Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia didasarkan pada kenyataan bahwa
peningkatan pemajuan dan perlindungan HAM di suatu negara tergantung pada pemerintah
dan masyarkat yang memutuskan untuk mengambil tindakan nyata guna menghasilkan
perubahan' Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia lndonesia yang dituangkan dalam
Keputusan Presiden Nomor 129 Tahun 1998 diubah dengan Keputusan presiden Nomor El_

Tahun 2003 dan Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional
HAM lndonesia sebagai gerakan nasional merupakan komitmen pemerintah untuk



meningkatkan perlindungan, pemajuan, penegakan, pemenuhan dan penghormatan HAM dilndonesia.

Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia {RANHAM) rndonesia tahun 2004_2009merupakan gerakan nasionat yang memuat agenda strategis untuk pemajuan hak asasimanusia ditanah air telah ditetapkan sebagai sarah satu agenda Rencana pembangunan
Jangka Menengah (RPJM) sebagaimana tertuang di daram peraturan presiden Nomor 7tahun 2005' sampaidengan saat ini RANHAM 2004-a009 terah berjaran serama 4 tahun danakan berakhir pada tahun ini. program utama RANHAM yaitu :

1' pembentukan dan penguatan rnstitusi peraksanaan RANHAM
2' persiapanRatifikasirnstrumenrnternasionarHAM

3' persiapan Harmonisasi peraturan perundang-undangan

4. Diseminasidan pendidikan HAM

5. penerapan Norma dan Standar HAM
6. pemantauanEvaluasidanpelaporan

Dalam pelaksanaan Ranham 2004-2009, menurut setara lnstitute {2009), Berdasarkan kajianyang dilakukan terhadap Rancangan Aksi Nasional HAM (RANHAM) 2004-2009 dan RencanaPembangunan Jangka panjang Menengah Nasionar (RPJMN), kinerja penegakan HAMsepanjang pemerintah an 2aa4-2009 berada pada derajat minimum dengan kuantifikasi57'68y' Dari 103 program hanya 56 {525g%} program yang terraksana dan 47 {4g,41%} diantaranya tidak terlaksana' sETARA lnstitute merakukan studi dengan randasan dan obyekpada dua dokumen perencanaan diatas, dan membandingkannya dengan rearisasr capaiankinerja yang dapat diidentifikasi pada tingkat policy.

sejumlah 57 program yang terlaksana mayoritas merupakan program-program internardepartemen' seperti koordinasi, persiapan, pembentukan panitia RANHAM, dan pendidikanHAM baik melaui integrasi kurikulum maupun melalui diseminasi yang terbatas. sebagianlainnya merupakan program-program penerapan standar norma HAM bidang ekonomi,sosial' dan budaya {ekosob), meski dengan kuaritas minimum. Kebijakan tentang JaminanKesehatan Masyarakat (Jamkesmas), alokasi anggaran pendidikan Ztr/o dariApBN, sekolahGratis untuk Tingkat sD-sLT& akses modal bagi dunia usaha melalui program Nasional



pemberdayaan Masyarakat Mandiri (pNpM), Bantuan Langsung Tunai (BLT), pembangunanperumahan rakya! dlt' merupakan capaian kinerja pemerintahan dibidang pemenuhan hakekonomisosiat budaya.

Politik penegakan hak asasi manusia sepaniang rima tahun terakhir mengarami pergeseran
orientasi signifikan dari agenda-agenda penegasan jaminan kebebasan sipir dan poritikmenuju pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, budaya. pergeseran ini merupakan responskontekstual atas fakta-fakta kemiskinan, pengangguran, dan minimnya pemenuhan hak ataspendidikan' kesehatan dan perumahan. Meskipun pergeseran ini di satu sisimenguntungkan' akan tetapi seharusnya yang terjadi bukantah pergeseran tapi perruasan

sehingga tidak menegasikan hak-hak dasar lainnya, termasuk hak korban peranggaran HAMberat untuk memperoleh keadilan.

Di bidang hak sipildan politi( implementasi RANHAM hanya mampu menghasirkan uu AntiDiskriminasi Rasial dan Etnis dan uu pertindungan saksi- sementara hak dan kebebasan
lainnya terabaikan' Hak-hak sipil fundamentar lainnya pun tidak masuk dalam RANHAM. Dibidang hak sipil dan politik pemerintah justru memprakarsai pemasungan sejumrahkebebasan: kebebasan berpendapat, berkeskpresi, kebebasan beragama/ berkeyakinan,
kebebasan menjalankan ibadah, dan pelembagaan diskriminasi melalui berbagai kebijakan.Di ranah hak sipil politik juga, pemerintah tidak merakukan tindakan apapun untukmenghapus hukuman mati.

Terkait dengan ratifikasi instrumen HAM internasionar, dari 12 instrumen yang direncanakanakan diratifikasi, pemerintah hanya mampu meratifikasi 2 instrumen, yakni Kovenanlnternasional Hak Ekonomi' sosial, Budaya, dan Kovenan rnternasionar Hak sipir dan poritik.
sementara 10 instrumen internasional lainnya, termasuk yang utama statuta Roma danKonvensi Pertindungan Hak-hak Pekerja Migran dan Anggota Keruarganya, masih terabaikan.

Harmonisasi perundang-undangan nasional dengan instrumen internasionar yang menjadiagenda RANHAM juga tertunda untuk dipenuhi oreh pemerintah. Tiga uU yang menjadiprioritas adalah harmonisasi uu HAnd, uu pengadilan HAM, dan KUHp. selain tiga uu yangmenjadi prioritas' ratifikasi 2 kovenan induk HAM sesungguhnya menimburkan konsekuensi



bagi pemerintah untuk memeriksa seluruh produk hukum yang ada agar berkesesuaian
dengan prinsip-prinsip dasar datam Kovenan.

Berbagai peraturan daerah yang diskriminatif, sebenarnya telah menjadi perhatian
RANHAM 2004-2009' salah satu butir dalam RANHAM adatah harmonisasi peraturan daerah
yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Namun demikian, upaya yang
dilakukan pemerintah baru sebatas menyediakan panduan pembentukan perda dan
panduan harmonisasi perda dengan prinsip_prinsip HAM.

4. Penutup

Nilai-nilai dan harkat kemanusiaan yang dimiliki seorang manusia, tidak dapat direduksi
oleh apa dan siapapun' Karena hak-hak itu bersifat universal dan mengikuti manusia tanpa
ada pembatasan ras, etnis, jenis kelamin, agama, bahasa, warna kuli! status politik, bangsa,
kelahiran ataupun status lainnya. Nilai-nilai hak asasi harus dapat dipahami berorientasi
personal' dimana hak-hak personal ini harustah diprioritaskan melebihi hak-hak komunitas
karena individulah yang menciptakan komunitas. Memberikan hak-hak individu berartitelah
menciptakan harmonisasi dalam masyarakat.
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